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ABSTRAK 
Muhammad Luthfi Aldila. E0011204. 2016. IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN 
TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
DALAM KONTEKS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan bantuan keuangan secara ideal kepada 
partai politik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan 
pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik 
pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian 
ini adalah metode deduksi.  
Hasil penelitian menghasilkan simpulan yaitu pertama peraturan perundangan bantuan 
keuangan belum memenuhi prinsip pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan 
akuntabel. Kedua, Implikasi pengaturan bantuan keuangan dalam  peraturan perundangan a quo 
terhadap pengaturan pengelolaan keuangan partai politik meliputi: (1) tidak terkendalinya 
kelembagaan partai politik; (2) memicu terjadinya politik uang; dan (3) korupsi politik; (4), 
membuat ideologi partai politik memudar; serta dapat (5) memantik kartelisasi politik. 
Kata Kunci: partai politik, bantuan keuangan, tranparansi, akuntabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Muhammad Luthfi Aldila. E0011204. 2016. THE IMPLICATIONS OF FINANCIAL 
ASSISTANCE TOWARD THE ARRANGEMENTS OF POLITICAL PARTY FINANCIAL 
MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY. 
Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of Sebelas Maret Surakarta. 
The objective of this legal research is to formulate an ideal financial assistance to 
political parties. This research is a doctrinal law or normative legal research which is 
prescriptive with legislative approach, comparative approach and conceptual approaches. The 
technique of  collecting law materials in this research are literature study and deep interview. 
Then, the analysis techniques of legal materials in this research is deduction method. 
The research finding and the discussion of this research bring a conclusion that the first 
regulatory financial assistance does not meet the financial management priciple of transparent 
and accountable political parties. Second, the implications of financial aid arrangement in quo 
legislation toward the arrangement of financial management which include: 1) uncontrolled 
institutional political parties; 2) triggering political money; 3) political corruption; 4) fading the 
ideology of political party; 5) igniting the political cartelization. 
Keywords: Political parties, Financial aid, Transparency, Accountability 
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MOTTO 
 
“Pataranglah Lampu Awak, Lampu Urang Usah Dipadamkan” artinya: tingkatkanlah 
kualitas diri tanpa menjatuhkan orang lain 
(anonim) 
 
“Non Nobis Solum Nati Sumus” artinya: kita dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri 
(Cicero) 
 
Jika kau ingin mengetahui watak asli seseorang, maka berilah ia kekuasaan 
(Abraham Lincoln) 
 
Small Brain Discuss People, but big brain discuss ideas 
(Eleanor Roosevelt) 
 
I keep quite, i don’t say much. Cause i watch and learn 
(anonim) 
 
Manusia tidak diukur dari apa yang telah ia dicapai dan dapatkan, tapi tentang 
bagaimana ia menakhlukan dirinya sendiri 
(anonim) 
 
Dalam berpolitik, tidak ada kawan yang sejati, yang ada hanyalah kepentingan yang sehati 
(anonim) 
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